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BAB IV 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM DI LKBH IAIN DAN LKBH FPP 

 

A. Kedudukan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum di LKBH 

IAIN dan LKBH FPP 

Dalam kedudukan hukum pada prihal bantuan hukum termasuk 

didalamnya prinsip equality before the law dan acces to legal councel, 

dalam hukum positif Indonesia telah di atur secara jelas dan tegas 

melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan1. 

Pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum di IAIN dan FPP kepada masyarakat 

(kliennya), telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Seperti 

yang telah diatur dalam Pasal 1 butir (9) Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa:  

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat 

secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”  
 

Bukan hanya advokat saja yang dapat memberikan jasa bantuan 

hukum, akan tetapi  ada yang disebut paralegal, bisa dari kalangan 

                                                           
1 Drs.Rahmat Rosyadi, S.H., M.H, Sri Hartini, S.H. advokat dalam perspektif  

islam & Hukum Positif, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), h. 74 
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dosen, mahasiswa atau sarjana hukum yang belum mendapatkan 

legalitas advokat, namun semua itu tetap harus dalam arahan dan 

dampingan dari para advokat. 

Seperti dalam pasal 9 butir (a)  undang-undang No 16 tahun 

2011 tentang bantuan hukum disebutkan bahwa: 

“Pemberi Bantuan Hukum berhak: 

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, 

dan mahasiswa fakultas hukum” 

 

Dalam pembahasannya disebutkan bahwa pada umumnya 

Pemberian bantuan hukum secara ligitasi dilakukan oleh advokat yang 

berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat 

yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan khusus untuk  

perkara-perkara Non-litigasi dapat dilakukan oleh paralegal. 

Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah 

pemberi bantuan hukum tidak menandai dengan banyaknya jumlah 

peneriamaan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut 

paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.  

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, 

dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis 

pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat dan mahasiswa 
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fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan 

pelatihan paralegal.2 

Untuk ketiga golongan ini, baik dari paralegal, dosen, atau pun  

mahasiswa hukum yang ingin memberikan jasa bantuan hukum, dalam 

penjelasannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Persyaratan ini bertujuan agar tidak sembarangan dalam 

memberikan jasa bantuan hukum. 

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum Paralegal harus 

memenuhi beberapa syarat yang dipenuhi. Diantaranya: 

Terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang telah 

terakreditasi, seperti: 

1. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan peralegal yang telah diselenggarakan 

oleh: 

a) Pemberi Bantuan Hukum (LKBH/LBH) 

b) Perguruan Tinggi 

c) Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi Bantuan 

Hukum, atau 

d) Lembaga Pemerintah yang menjalankanfungsinya di 

bidang hukum 

2. Tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan 

Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum 

tempat paralegal tersebut terdaftar3. 

                                                           
2 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, Buku Panduan Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum,(Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013), h. 8 
3 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, Buku Panduan Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum,(Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013), h. 42 
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Untuk para dosen yang hendak memberikan jasa bantuan 

hukum, dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang 

terakreditasi 

b. Berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas 

hukum atau fakultas syariah. 

 

Sedangkan untuk para mahasiswa yang ingin memberikan jasa 

bantuan hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang 

terakreditasi 

b. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah 

yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih 

berlaku 

c. Telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau 

hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi 

transkip nilai yang telah dilegalisir, dan 

d. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh: 

1. Pemberi Bantuan Hukum (LKBH/LBH) 

2. Perguruan tinggi 

3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi Bantuan 

Hukum, atau 

4. Lembaga Pemerintah yang menjalankanfungsinya di 

bidang hukum. 

 

Sesuai dengan persyaratan diatas, kedudukan paralegal yang ada 

di LKBH IAIN dan LKBH FPP telah memenuhi syarat dan telah sesuai 

dengan undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. 
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B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh LKBH IAIN 

dan LKBH FPP 

 

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum di LKBH IAIN “SMH” 

Banten 

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas 

Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhitung dari 

awal berdirinya pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor Nomor: In.10/Kp.07.6/730/2007 tanggal 18 April 2007 

sampai dengan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 

agustus 2017, LKBH IAIN telah menyelesaikan kurang lebih 30 

- 40 perkara secara Litigasi baik perkara pidana ataupun perkara 

perdata, adapun perkara Non Litigasi yang telah diselesaikan 

oleh LKBH IAIN Karena telah bekerjasama dengan Pengadilan 

Agama jumlahnya dapat dikatakan tidak terhitung.4 

Karena bantuan hukum secara Non Litigasi selalu 

dilakukan di Pengadilan Agama melalui Posko Bantuan Hukum 

(POSBANKUM). Dengan cara membantu masyarakat yang 

ingin membuat surat gugatan, surat permohonan dan konsultasi 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan Dedi Sunardi, M.H. (Sekertaris LKBH 

IAIN priode 2015-2019) pada tanggal 1 agustus 2017 
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perkara secara gratis serta melakukan penyuluhan-penyuluhan 

bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis. Bukti dari 

bantuan hukum Non-Litigasi yang dilakukan oleh LKBH IAIN 

penulis telah melampirkan hasil penelitian berupa dokumentasi 

foto. 

Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) yang digunakan 

oleh LKBH IAIN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) No 42 tahun 2013 Tentang tata cara 

pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan 

hukum. Akan tetapi, dalam proses penanganannya yang 

beragam. Karena setiap perkara pasti memiliki perbedaan baik 

jenis ataupun tingkat kesulitannya. 

Seperti salah satu perkara yang penulis dapatkan ketika 

penelitian di LKBH IAIN. Bertujuan untuk dijadikan sample 

bagi penulis. Agar menjadi bukti bahwa LKBH IAIN telah 

melaksanakan bantuan hukum yang sesuai dengan Undang-

undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan sample 

berkas yang penulis dapatkan ialah mengenai perkara perdata, 

yaitu tepatnya Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dalam 
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perkara perdata, karena yang meminta bantuan kepada LKBH 

IAIN berstatus sebagai Tergugatnya. 

Inti dari Gugagatan yang dilayangkan oleh Penggugat 

yang bernama MADSARI yang memberika kuasa kepada Tim 

Law Firm Abass & Associates (Ari Bintara, MS, SH, MH) pada 

tanggal 15 september 2015 kepada Pengadilan Negeri (PN) 

Serang mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh Tergugat atas nama Adipah. Dalam posita gugatan dari 

Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan tanah seluas 1090 

meter persegi yang terletak di blok ampel nomor girik 431, 

persil nomor 125 kelurahan pengampelan (dulu desa 

pengampelan) kecamatan walantaka kota serang-banten.  

Berdasarkan surat keterangan waris yang dimiliki oleh 

Penggugat No: 14/ds/55/1986 pada tahun 1986 dan pada akta 

pembagian harta warisan No: 152/07Wlt/1987 pada tanggal 10 

juni 1987, menyatakan bahwa pemilik yang sah atas tanah 

tersebut ialah Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa 

sempat terjadi tukar-menukar tanah antara Jalim Muslim dengan 

Penggugat yang diwakili oleh  Adipah (Tergugat) antara tanah 

seluas 1090 meter persegi yang terletak di blok ampel nomor 
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girik 431, persil nomor 125 kelurahan pengampelan (dulu desa 

pengampelan) kecamatan walantaka kota serang-banten 

berdasarkan akta pembagian harta warisan No: 152/07Wlt/1987 

pada tanggal 10 juni 1987 dengan tanah seluas 1450 meter 

persegi yang terletak di blok ampel, persil 085,SPPT no 1535 

atas nama Usman Bin Midin Yang beralamat di kampung 

Ampel Rt/Rw 02/01 kel. Pengampelan Kec. Walantaka Kota 

Serang-banten berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada 

Tanggal 13 februari 1998. 

Dalam perkara diatas Tergugat menempati (menguasai) 

tanah seluas 1450 meter persegi yang terletak di blok ampel, 

persil 085,SPPT no 1535 tanpa ijin dari Penggugat. 

Pihak Tergugat dengan didampingi (dibantu) oleh Kuasa 

Hukum LKBH IAIN mengajukan Jawaban gugatan dari 

Penggugat. Yang menyatakan sebagai berikut: 

Serang, 26 Oktober 2015;- 

 

Kepada Yth : 

Ketua dan Majlis Hakim Dalam Perkara Perdata 

Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Srg. 

Di 

Serang 

 

Dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, 

Bertandatangan di bawah ini: 
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Bersama kami tergugat, ADIPAH BINTI...... yang diwakili 

kuasanya, dan ANDRE PRATAMA, SH., DR. IIN RATNA 

SUMIRAT, SH,.M.Hum, DEDI SUNARDI, SH.,MH., CECEP 

SAEFUDIN, SH., ANDA, SH., FALAHUDIN, SH., FENDY, 

SH., MUHTAR LATIF, SHI Para pengacara pada Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN SMH Banten yang beralamat di kampus 

IAIN SMH Banten Jln. Jendral Sudirman No. 30 Ciceri Serang-

Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 28 

September 2015, terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negri 

Serang Nomor 164/01/SK.HUK/Pdt/2015/PNS, Tertanggal 6 

Oktober 2015; 

 

Dengan ini hendak mengajukan Jawaban, terhadap Gugatan 

Penggugat, yang pada pokoknya secara tegas sebagai berikut. 

 

Dalam surat Jawaban terhadap Gugatan Penggugat ini 

pihak LKBH IAIN menyatakan kalau Gugatan Penggugat 

OBSCUUR LIBEL atau bisa diartikan Gugatannya tidak jelas 

dan kabur, alasannya ialah : 

1. Pihak Tergugat menolak atas tuduhan perbuatan melawan 

hukum terkait kepemilikan tanah. 

2. Bahwa gugatan Penggugat posita gugatannya bertentangan 

dengan petitum dan posita tidak saling mendukung dengan 

petitumnya. 

3. Bahwa dalam gugatan perkara penggugat tidak saling 

mendukung baik dasar gugatan dengan hubungan hukum 

penerbitan akte waris penggugat maupun dengan 
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penguasaan tanah oleh Tergugat dari bukti surat waris tahun 

1987, sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur 

(obscuur libel). 

Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

RI No.582 k/Sip/1973 tanggal 18-12-1975, sumber dari M 

Yahya Harahap, SH, hal.65; 

• Dalam gugatan Penggugat tidak jelas didasari apa bukti 

awal kepemilkannya dalam obyek sengketa itu, mengenai 

peralihan tanah yang tidak jelas latar belakangnya, namun 

disisi lain gugatannya meminta disahkan barang sita 

jaminan milik tergugat.; 

• Berdasarkan akte waris No. 152/07/Wlt/penggugat terbit 

tahun 1987, fisik tanahnya tidak pernah dikuasai sampai 

dengan sekarang sehingga ada ketidakjelasan prosedur 

mengenai hak waris tersebut, maka gugatan untuk tidak 

dapat diterima demi hukum. 

 

Perkara diatas dibantu sampai tuntas oleh LKBH IAIN 

dan tidak dipungut biaya (GRATIS). Karena berdasarkan 

Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

pasal 205 yang menjelasakan terkait larangan bagi pemberi 

bantuan hukum. 

                                                           

5 Pasal 20 “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima 

atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum 
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang 
ditangani Pemberi Bantuan Hukum”. 
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Jika Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN 

“SMH” Banten melakukan pelanggaran terkait meminta uang 

oprasinal (oprasional fee), uang untuk advokat (lawye fee), 

pembagian hasil jika sukses (sukses fee) kepada klien. Maka, 

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) /pemberi bantuan hukuum 

tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang 

No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 21. 

Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana baik sanksi 

penjara ataupun denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah).  

 

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum di LKBH FPP CILEGON 

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Forum 

Pemerhati Pembangunan (FPP) Cilegon terhitung dari awal 

berdirinya pada tahun 2013 berdasarkan Akta Muhammad 

Isyah, SH. Tanggal 06 Maret 2013, LKBH disahkan oleh 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Direktorat Jendral Administrasi Umum Nomor AHU-

168.AH.01.07.Tahun  tanggal 10 September 2013 sebagai 

Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum 
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Pemerhati Pembangunan (LKBH FPP),6 sampai dengan 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 juli 2017, LKBH 

FPP telah menyelesaikan kurang lebih 120 -130 perkara secara 

Litigasi baik perkara pidana ataupun perkara perdata, adapun 

perkara Non Litigasi yang telah diselesaikan oleh LKBH FPP 

Karena telah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Serang 

jumlahnya dapat dikatakan tidak terhitung.7 

Karena bantuan hukum secara Non Litigasi selalu 

dilakukan di Pengadilan Negeri Serang melalui Posko Bantuan 

Hukum (POSBANKUM). Dengan cara membantu masyarakat 

yang ingin Konsultasi perkara,  penanganan perkara secara 

mediasi, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum secara 

gratis seperti yang dilakukan dalam foto-foto yang sudah 

penulis kumpulkan sebagai data pada lampiran. 

Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) yang digunakan 

oleh LKBH FPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) No 42 tahun 2013 Tentang tata cara 

pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan 

                                                           
6 Akta Notaris  Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati 

Pembangunan, Anggaran Dasar.(Cilegon: Notaris, 2013). 
7 Hasil wawancara dengan Bakhtiar Rifa’i, SH. (Direktur LKBH 

FPP Cilegon) pada tanggal 27 juli 2017. 
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hukum. Akan tetapi, dalam proses penanganannya yang 

beragam. Tidak jauh berbeda dengan LKBH IAIN, Karena 

setiap perkara pasti memiliki perbedaan dalam 

menyelesaikannya baik jenis ataupun tingkat kesulitannya. 

Bukti berkas yang penulis dapatkan ketika penelitian di 

LKBH FPP. Bertujuan untuk dijadikan sample bagi penulis. 

Agar menjadi bukti bahwa LKBH FPP telah melaksanakan 

bantuan hukum yang sesuai dengan Undang-undang No 16 

tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ialah data dari 

SIDBANKUM. Data tersebut dapat diakses melalui wabset 

resmi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Perkara – perkara yang telah diselesaikan sampai 

tuntas oleh LKBH FPP Cilegon tidak dipungut biaya 

(GRATIS). Karena berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum pasal 208 yang menjelasakan 

terkait larangan bagi pemberi bantuan hukum. 

                                                           

8 Pasal 20 “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima 

atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum 
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang 
ditangani Pemberi Bantuan Hukum”. 
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Jika Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FPP 

Cilegon melakukan pelanggaran terkait meminta uang oprasinal 

(oprasional fee), uang untuk advokat (lawye fee), pembagian 

hasil jika sukses (sukses fee) kepada klien. Maka, Organisasi 

Bantuan Hukum (OBH) /pemberi bantuan hukuum tersebut 

akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang No 16 

tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 21. Sanksi yang 

dijatuhkan berupa sanksi pidana baik sanksi penjara ataupun 

denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).  

 

C. Analisa Penulis Terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh 

LKBH IAIN dan LKBH FPP 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN dan 

LKBH FPP, telah sesuai standar yang diatur pada PP RI no. 42 tahun 

2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 5 undang-

undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi: 
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“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

 

Pada pasal diatas menjelaskan terkait kewenangan pemerintah 

untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. 

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang syarat dan tata cara 

pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, 

dengan mengingat pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: 

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya” 

 

Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah PP RI 

Nomor 42 tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan 

hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dengan adanya keputusan 

bahwa dalam peraturan pemerintah bantuan hukum merupakan jasa 

hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-

Cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum yang 

dimaksud adalah orang atau kelompok orang miskin.9 

Adanya peraturan diatas menjadi sebuah kewajiban yang harus 

dijalalankan oleh setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah 

bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini ialah Kementrian 

                                                           
9 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, Buku Panduan Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum,(Jakarta: KEMENKUMHAM RI, 2013), lampiran. 
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Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seperti telah 

disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

  
   

 ▪ 
     

     
  ▪  

   
    

     
Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (nya), dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. 

 

Pada ayat diatas telah jelas memerintahkan kepada umat 

manusia (muslim) untuk patuh dan taat kepada perintah Allah dan 

Rasul-Nya dan juga kepada Ulil Amri atau pemerintah. Akan tetapi, 

ada sebuah  pembatasan pada kategori Ulil Amri ini, disana perintah 

patuh kepada perintah Ulil Amri tidak berdiri sendiri, tidak seperti 

perintah patuh kepada Allah dan Kepada Rasul-Nya. Artinya jika 

perintah dari Ulil Amri secara jelas bertentangan dengan perintah Allah 

atau perintah Rasul-Nya, maka tidak adakewajiban taat kepadanya10. 

                                                           
10 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1995 Perspektif Islam, edisi baru 

(Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013),h.105. 
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sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, riwayat dari sayyidina Ali r.a 

sebagai berikut: 

 لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي رواية في معصية الله عز وجل

Artinya : “Tidak ada kewajiban patuh kepada makhluk 

(manusia) yang bertentangan dengan perintah Allah (Musnad 

Ahmad)11. 

 

Dalam konteks ini, mengacu kepada ayat Al-Qur’an surat An-

Nisaa ayat 59, suatu perkara yang dalam pandangan agama pada 

dasarnya hanya bersifat sunah atau mubah, jika telah menjadi perintah 

pimppinan yang punya kewenangan dalam hal ini Ulil Amri, maka 

hukumnya menjadi wajib. Barangsiapa yang menjalankannya berhak 

mendapat pahala dan yang membangkangnya layak mendapatkan cela 

atau sanksi. Dengan kata lain, atas pertimbangan kemaslahatan umum, 

seorang imam/ulil amri bisa mewajibkan sesuatu yang pada mulanya 

oleh agama tidak dilarang. Seperti dalam kaidah berikut ini: 

 تصرف الامام علي الرعية منوط با لمصلحة

Artinya : “Kebijakan dan kewenangan pemimpin 

bertumpu pada apa yang dianggap membawa kemaslahatan 

bagi rakyatnya (Ibnu Nujaim, al-asybah wa an-Nadhair, vol. I. 

Hal.123)12. 

 

Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah yang dapat tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama wajib hukumnya untuk 

                                                           
11 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1995 Perspektif Islam,.... 
12 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1995 Perspektif Islam,... h.106 
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dilaksanakan. Jika melangggar maka sanksi wajib pula di jatuhkan 

kepada pelanggar, baik organisasi ataupun perorangan. Sesuai dengan 

PP RI No. 42 tahun 2013 pasal 613 yang pada intinya menjelaskan 

terkait syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum. 

Adapun syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum ialah: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi 

sekurang-kurangnya identitas pemohon. 

b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. 

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari kelurahan 

setempat.14 

 

dengan demikian penulis dapat mengambarkan bagaimana tata 

cara pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah 

diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN 

dan FPP. 

                                                           
13 PP RI No 42 Tahun 2013,Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum, (Jakarta: KEMENKUMHAM, 2013), 

h. 4 
14Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, Buku Panduan Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011, ..., h. 
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